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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

  Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1) Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam 

Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia sebelum 

Amandemen UUD 1945 yaitu POLRI masih menjadi bagian 

dari ABRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29  

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 dinyatakan“Kepolisian 

Negara Republik Indonesia sebagai unsur Angkatan Bersenjata 

(ABRI). Sebagai unsur ABRI maka Kepolisian Negara Republik 

Indonesia di samping bertugas sebagai selaku alat Negara 

penegak hukum, juga mengemban fungsi sebagai kekuatan 

Hankam dan kekuatan sosial politik ”. Hal ini dapat dimaknai 

bahwa POLRI mempunyai kedudukan yang mengemban fungsi 

sebagai organisasi pemangku sebagian tugas dari cabang 

kekuasaan eksekutif yang melaksanakan kebijakan pemerintah 

pada tingkat nasional dan lokal sebagai penegak hukum dari 

hukum yang telah dibuat oleh legislatifserta POLRI sebagai 

salah satu kekuatan sosial politik, yang merupakan bagian dari 

ABRI dan bertanggung jawab kepada Panglima ABRI yang 
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berada di bawah Kementerian Pertahanan Kemanan 

(Menhankam). Kemudian POLRI selaku alat negara penegak 

Hukum dari hukum yang telah dibuat oleh legislatif dan 

kemudian memintakan pertimbangannya kepada hakim di 

pengadilan (yudikatif). Sedangkan Kedudukan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan 

Republik Indonesia sesudah Amandemen UUD 1945 

yaituPOLRI telah mandiri atau terpisah dari ABRI sebagaimana 

sejak ditetapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia.  Sehingga status militer 

atau bagian dari Angkatan Bersenjata dari POLRI telah 

ditanggalkan, dengan demikian fungsi sosial-politik POLRI juga 

dihapuskan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8  

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia  bahwa lembaga kepolisian 

diposisikan di bawah Presiden dan bertanggungjawab kepada 

Presiden. 

2) Tugas pokok fungsi KepolisianNegara Republik Indonesia 

berdasarkan hasil Amandemen UUD 1945 yaitusecara atributif 

dirumuskan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang isinya, 

bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat 

Negara yang mengayomi, melayani masyarakat, serta 

menegakkan hukum”. Maksud daripada wewenang atributif 
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disini ialah wewenang yang dirumuskan dalam Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI dan dalam  

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. 

 

B. SARAN 

1). Melakukan Revisi Peraturan Perundang-undangan yang 

mengatur kedudukan POLRI di bawah Presiden, antara lain, 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, dan Keputusan Presiden Nomor 89 

Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, guna mempertegas kedudukan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Negara 

Republik Indonesia. 

2). Peningkatan jumlah perekrutan anggota POLRI danp eningkatan 

kemampuan SDM (Sumber Daya Manusia) t\erhadap anggota 

POLRI. 
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